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Judul Skripsi : “Perkawinan di Bawah Tangan Menurut Tinjauan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten
Polewali Mandar (Analisis Yuridis dan Sosiologis)”
Judul penelitian ini adalah “Perkawinan di Bawah Tangan Menurut
Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Polewali Mandar
(Analisis Yuridis dan Sosiologis). Agar tidak terdapat penyimpangan pada bab
pembahasan, maka penyusun mengacu pada pokok permasalahan, yaitu:
bagaimana proses terjadinya pelaksanaan perkawinan di bawah tangan di
Kabupaten Polewali Mandar, faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya
perkawinan di bawah tangan di Kabupaten Polewali Mandar, dan apa akibat
hukum dan bagaimana upaya penyelesaiannya. Jenis penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dan diagnostik. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yang pertama dengan  melakukan
wawancara atau interview pada pihak yang dipandang dapat memberikan
informasi atau masukan mengenai perkawinan di bawah tangan atau dengan
instansi-instansi terkait. Kemudian yang kedua adalah  studi dokumen, dengan
mengumpulkan semua data yang diperoleh dari literatur-literatur yang membahas
tentang perkawinan di bawah tangan. Kemudian yang ketiga adalah dengan
melakukan pengamatan atau observasi terhadap masyarakat, guna merumuskan
nilai-nilai yang berlaku dan telah menjadi kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat
mengenai pelaksanaan perkawinan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perkawinan di bawah tangan di
Kabupaten Polewali Mandar,  dilaksanakan tidak di hadapan pegawai pencatat
nikah, ini dikarenakan perkawinan tersebut dilakukan tanpa memenuhi rukun dan
syarat perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaannya. Faktor-faktor
yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah tangan di Kabupaten Polewali
Mandar, di antaranya: (1) kurang harmonisnya kehidupan rumah tangga, (2) tidak
adanya restu dari orang tua, (3) tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk
berpoligami bagi suami, (4) kurangnya pemahaman hukum positif, khususnya
bagi pihak wanita. Adapun akibat yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah
tangan, antara lain: (1) Perkawinan dianggap tidak sah, (2) tidak berhak atas
warisan dari suami jika ia meninggal dunia,(3) tidak berhak atas harta gono-gini
jika terjadi perceraian. Upaya penyelesaiannya yaitu, bagi yang beragama Islam:
(1) mengajukan itsbat nikah ke pengadilan agama setempat, (2) melakukan
perkawinan ulang yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama
dan kepercayaan, (3) memohon kebijakan kepala kantor urusan agama agar
membuatkan akta nikah. Sedangkan bagi mereka yang beraga non Islam, upaya
yang dapat dilakukan adalah melakukan perkawinan ulang yang memenuhi rukun
dan syarat perkawinan menurut agama dan kepercayaannya.
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam kehidupan manusia di dunia ini, yang berlainan jenis kelaminnya
(laki-laki dan perempuan) secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara
satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama dengan melaksanakan
perkawinan.
Perkawinan adalah suatu hal yang sakral dan dimaksudkan untuk membina
rumah tangga yang abadi selamanya. Allah swt menganjurkan perkawinan sesuai






Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-
orang yang layak (untuk kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang
lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka
miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan
Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.1
Dalam ayat di atas, Allah swt. menganjurkan agar mengawinkan orang-
orang yang masih sendirian (laki-laki yang belum beristri dan perempuan yang
belum bersuami).
Anjuran di sini tidak terbatas pada suatu kondisi tertentu akan tetapi dalam
segenap kondisinya, sampai-sampai orang itu bertaraf sosial-ekonomi
yang rendah (miskin), karena Allah swt. yang akan memampukan
1Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 1990), h. 10.
2mereka dengan karunia-Nya.2
Perkawinan selain disyariatkan oleh Agama Islam karena merupakan salah
satu bentuk usaha memelihara atau mengembangkan keturunan serta menjadi
kunci ketenteraman, juga merupakan peristiwa alami dan kultur yang sudah
menjadi turun- temurun dari nenek moyang bangsa kita. Perkawinan adalah ikatan
lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, dan
perkawinan juga merupakan suatu hal yang dilakukan dengan serius, yang
mengakibatkan seseorang akan terikat seumur hidup dengan pasangannya. Oleh
karena itu perkawinan membutuhkan persiapan yang matang, baik fisik maupun
mental.
Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam
penghidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya
menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua
kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka
masing-masing.3
Adapun perkawinan dari sisi syari’ah didefinisikan sebagai ikatan lahir-
batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-
isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia
dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, seperti yang
digambarkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.4
Lebih lanjut, untuk menjamin kepastian hukum bahwa telah terjadi suatu
perkawinan maka pemerintah membuat peraturan perundang-undangan tentang
perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
2Dedi Junaedi, Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur’an dan As-
Sunnah (Jakarta: Akademika Presendo, 2003), h. 6.
3Soerojo Wingjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat (Cet.8; Jakarta: Gunung Agung,
1985), h. 122.
4Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan Undang-undang Negara
Muslim Kontemporer (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005), h. 18.
3perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Sebagaimana dalam konsideran bagian menimbang undang-undang
perkawinan tersebut menentukan bahwa “sesuai dengan falsafah Pancasila serta
cita-cita untuk pembinaan   hukum   nasional   perlu   adanya   undang-undang
tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara”. Hal ini berarti
bahwa undang-undang perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 berlaku bagi semua warga negara, sehingga tidak
membedakan suku-bangsa, agama maupun kewarganegaraan.
Dimasa sekarang ini, banyak hal sering terjadi dengan arus keterbukaan
global, di mana tatanan tradisional selama ini, telah mengalami perubahan akibat
arus modernisasi. Pandangan lembaga perkawinan misalnya, bergeser
dikarenakan menggejalanya seks pranikah dan perselingkuhan. Untuk
menghindari hal tersebut banyak masyarakat yang memilih jalur perkawinan di
bawah tangan di mana untuk mempermudah pernikahan itu sendiri.
Sistem hukum perkawinan Indonesia sebenarnya tidak mengenal istilah
‘kawin di bawah tangan’ dan semacamnya dan tidak pula mengatur secara khusus
dalam sebuah peraturan, namun secara sosiologis, istilah ini diberikan bagi
perkawinan yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang
berlaku, khususnya tentang pelaksanaan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2
ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
4“Nikah sirri artinya adalah nikah rahasia, lazim juga disebut nikah di
bawah tangan”5… “yang dalam arti perkawinan yang disembunyikan dan  tidak
memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam”6… serta tidak
dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah.
Maksud “perkawinan di bawah tangan” ialah perkawinan yang
dilaksanakan tidak berdasarkan ketentuan agama atau perkawinan yang dilakukan
tanpa memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum agama atau
kepercayaannya masing-masing,   dan   tidak   dicatat   oleh Pegawai Pencatat
Nikah, juga tidak diumumkan kepada masyarakat luas. Oleh sebab itu,
perkawinan di bawah tangan seperti ini, tidak memiliki kepastian hukum.
Walaupun proses perkawinan di bawah tangan tersebut tidak memiliki
kejelasan dan kepastian hukum,  namun banyak pasangan yang memilih jalur ini.
Selain karena praktis, perkawinan di bawah tangan juga dianggap sebagai
hal yang tidak   memerlukan   formalitas   tertentu, padahal perkawinan di
bawah tangan selain tidak pasti, juga akan berakibat bahtera kehidupan keluarga
menjadi terombang-ambing tanpa arah yang jelas.
Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa suatu
perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah secara yuridis
apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut agama orang yang
melangsungkan perkawinan tersebut.7
5M. Anshary M.K., Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial (Cet. I;
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 25.
6Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum
Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam (Cet I; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 154.
7M. Anshary M.K., op. cit., h. 13-14.
5Lahirnya Undang-undang Perkawinan Nomor. 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya yang berlaku sekarang
di Negara Indonesia, merupakan suatu upaya yurudis untuk mengadakan
perubahan terhadap pola perkawinan dalam masyarakat kita yang begitu banyak
menimbulkan akibat-akibat negatif. Pencatatan dan pendaftaran perkawinan itu
juga penting bagi kemaslahatan kedua belah pihak (suami-isteri dan anak-
anaknya kelak) dan juga dalam rangka untuk ketertiban hukum Indonesia.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang  yang dikemukakan di atas, maka untuk
menghindari penyimpangan pada bab pembahasan nantinya, maka penulis akan
mengacu pada pokok permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah proses terjadinya pelaksanaan perkawinan di bawah tangan di
Kabupaten Polewali Mandar?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pekawinan di bawah
tangan di Kabupaten Polewali Mandar?
3. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul dari perkawinan di bawah tangan
dan bagaimanakah upaya penyelesaiannya?
C. Hipotesis
Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka dikemukakan suatu
hipotesis, sebagai berikut;
1. Perkawinan di bawah tangan, dilaksanakan tidak di hadapan pegawai pencatat
nikah, ini dikarenakan perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa memenuhi
ketentuan-ketentuan dalam ajaran agama, atau dengan kata lain perkawinan
6tersebut dilakukan tanpa memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut
hukum agama atau kepercayaannya.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah tangan yaitu;
a. Salah satu pihak, misalnya suami, merasa kurang harmonis dengan kehidupan
rumah tangganya, sehingga menyebabkan suami melakukan perselingkuhan,
kemudian melaksanakan perkawinan di bawah tangan dengan selingkuhannya;
b. Tidak mendapatkan restu dari orang tua, sementara anak mencintai kekasihnya,
sehingga mereka melakukan perkawinan di bawah tangan;
c. Tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami bagi suami yang akan
berpoligami, terutama tidak adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isterinya
dan pengadilan agama setempat, sehingga suami tersebut melaksanakan
perkawinan di bawah tangan, cukup di hadapan pemuka agama;
d. Kurangnya pemahaman hukum positif, khususnya bagi pihak wanita, sehingga
rela melakukan perkawinan di bawah tangan tanpa memikirkan akibat hukum
dari perkawinan tersebut yang pada akhirnya dapat melemahkan posisi wanita.
3. Akibat hukum dan upaya penyelesaian perkawinan di bawah tangan yaitu :
a. Akibat hukum :
1) Perkawinan dianggap tidak sah;
2) Tidak berhak atas warisan dari suami jika meninggal dunia;
3) Tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian.
b. Upaya penyelesaian :
1) Bagi mereka yang beragama Islam, upaya-upaya yang dapat dilakukan, antara
lain :
7a) Mengajukan itsbat nikah ke pengadilan agama setempat;
b) Melakukan perkawinan ulang yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan
menurut agama dan kepercayaannya;
c) Memohon kebijakan Kantor Urusan Agama untuk membuatkan akta nikah.
2) Bagi mereka yang beragama non Islam, upaya yang dapat dilakukan adalah
dengan melakukan perkawinan ulang yang memenuhi rukun dan syarat
perkawinan menurut agama dan kepercayaannya.
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman atau penafsiran yang keliru
dari pembaca dalam memahami makna yang dimaksud dalam skripsi ini, maka
perlu diberikan definisi secara operasional mengenai judul skripsi ini, yaitu :
Perkawinan adalah suatu perjajian suci untuk membentuk suatu keluarga
antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian tersebut bertujuan
untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta
menampakannya kepada masyarakat ramai, sedangkan sebutan suci
untuk penyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan.8
Kata di bawah tangan, berasal dari kata underhands acte atau akta di
bawah tangan, yang berarti akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa
perantara seseorang pejabat umum, melainkan dibuat atau ditandatangani
sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian, misalnya perjanjian
jual-beli atau perjanjian sewa-menyewa.9
Perkawinan di bawah tangan yaitu perkawinan yang dilaksanakan tidak
berdasarkan ketentuan agama atau perkawinan yang dilakukan tanpa memenuhi
8Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia-Press, 2007), h. 47.
9R. Soeroso, Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum
(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 8.
8rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum agama atau kepercayaannya
masing-masing, dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, juga tidak
diumumkan kepada masyarakat luas.
Undang - undang   Nomor  1  Tahun  1974 merupakan ketentuan  atau
peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang dibuat oleh
lembaga negara yang berwenang, yang disahkan dan mengikat tata kehidupan
masyarakat mengenai hal perkawinan.
Kabupaten Polewali Mandar merupakan suatu daerah atau wilayah yang
terletak di antara Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat dengan
Kabupaten Pinrang di Provinsi Sulawesi Selatan.
Analisis sosiologis perkawinan di bawah tangan adalah suatu penelitian
yang bertujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya mengenai dampak
pernikahan di bawah tangan terhadap masyarakat.
Analisi yuridis pernikahan di bawah tangan adalah suatu peneitian
yang mencoba untuk menelah dampak atau akibat hukum dari perkawinan di
bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat.
Adapun Ruang Lingkup Penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah
terbatas mengenai bagaimanakah proses terjadinya perkawinan di bawah tangan di
Kabupaten Polewali Mandar, faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya
perkawinan di bawah tangan di Kabupaten Polewali Mandar, dan apakah akibat
hukum yang timbul dari perkawinan di bawah tangan dan bagaimanakah upaya
penyelesaiannya. Adapun jangkauan wilayah objek penelitian ini adalah terbatas
di daerah Kabupaten Polewali Mandar.
9Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 September 2011 sampai pada
tanggal 5 Oktober 2011, bertempat di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali
Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Penentuan lokasi tersebut dengan pertimbangan
bahwa daerah tersebut banyak terjadi perkawinan di bawah tangan, serta
ketersediaan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
Untuk mendapatkan data yang akurat dan lengkap mengenai perkawinan
di bawah tangan, lokasi yang dipilih penulis adalah di Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dan Kantor Pengadilan
Agama Kabupaten Polewali Mandar wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
E. Kajian Pustaka
Pokok masalah yang diteliti dan dibahas dalam skripsi ini, secara
substansial belum banyak dikaji oleh penyusun-penyusun sebelumnya, dan
walaupun ada, pembahasannya pun sangat parsial dan lebih banyak dibahas dalam
ulasan-ulasan singkat, oleh karena itu, pembahsan dalam skripsi ini, lebih
didasarkan pada data yang didapatkan di lapangan.
Berdasarkan literatur-literatur yang telah ada, umumnya hanya
memfokuskan pembahasannya pada dasar dan pokok-pokok perkawinan, bukan
pada masalah-masalah krusial dari perkawinan yang berkembang dalam
masyarakat.
M. Anshary M.K., dalam bukunya “Hukum Perkawinan di Indonesia
Masalah-masalah Krusial”. Dalam buku ini, dibahas tentang faktor yang
menentukan sahnya suatu perkawinan, pencatatan perkawinan, masalah nikah
sirri, dan akibat nikah sirri. Namun, buku ini, tidak mengurai secara detail
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mengenai masalah dan akibat dari nikah sirri, sehingga dalam penyusunan skripsi
ini, penyusun akan mengurai secara detail mengenai masalah dan akibat
perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri.
Demikian halnya dengan Neng Djubaedah, dalam bukunya, “Pencatatan
Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia
dan Hukum Islam”. Dalam buku ini, mengurai  tentang perkawinan tidak dicatat,
perkawinan tidak dicatatkan, perkawinan sirri yang sah dan perkawinan sirri yang
tidah sah. Namun, dalam buku ini tidak mengurai secara detail mengenai
perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri, yang tidak sah. Sehingga, dalam
penyusunan skripsi ini, penyusun akan mengurai secara detail mengenai
perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri, yang tidak sah, mulai dari
bagaimana pelaksanaannya, kemudian apa faktor-faktor penyebab terjadinya, dan
bagaimana akibat dan upaya penyelesaiannya.
Demikian juga dengan Satria Effendi, dalam bukunya, “Problematika
Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan
Ushuliyah”. Dalam buku ini, beliau mengkaji tentang permasalah perkawinan di
bawah tangan melalui perkara itsbat nikah di pengadilan agama. Namun, dalam
buku ini, pembahasan mengenai perkawinan di bawah tangan hanya berupa
ulasan-ulasan singkat sehingga tidak mampu memberikan suatu pemahaman
wacana yang akurat. Oleh karena itu, dalam penyusunan skripsi ini, penyusun
akan menjabarkan masalah perkawinan di bawah tangan yang berfokus pada
proses pelaksanaannya, faktor-faktor terjadinya, akibat hukum dan upaya
penyelesaiannya.
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F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
Berdasarkan rumusan  masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk
mengembangkan suatu teori yang terdapat dalam pasal ayat (1) Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan
menurut masing-masing agama dan kepercayaannya”, dan pasal 2 ayat (2)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
2. Kegunaan penelitian.
Adapun kegunaan penelitian ini, sebagai berikut :
a. Untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada
umumnya dan ilmu keislaman dan ilmu hukum pada khususnya.
b. Untuk memberikan pengetahuan atau wawasan baru demi pembangunan
masyarakat, bangsa, negara dan agama.
G. Garis-garis Besar Isi Skripsi
Adapun judul skripsi ini adalah “Perkawinan di Bawah Tangan Menurut
Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Polewali Mandar
(Analisis Yuridis dan Sosiologis)”. Pembahasannya terdiri dari 5 bab yang
masing-masing babnya terdiri dari beberapa sub.
Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas : latar belakang
masalah, rumusan masalah, hipotesis, definisi operasional dan ruang lingkup
penelitian, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, serta garis-garis besar
isi skripsi.
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Bab kedua, merupakan bab yang mendiskripsikan tentang tinjauan umum
tentang perkawinan di bawah tangan, yang meliputi : pengertian perkawinan,
syarat-syarat sahnya perkawinan, tujuan perkawinan, asas-asas perkawinan,
pengertian perkawinan di bawah tangan, beberapa pandangan tentang perkawinan
di bawah tangan, dan latar belakang perkawinan di bawah tangan.
Bab ketiga, merupakan bab yang secara khusus membahas tentang
metodologi penelitian mulai dari, jenis penelitian, metode pendekatan, metode
pengumpulan data dan metode pengolahan dan analisis data.
Bab keempat, merupakan bab inti dari skripsi ini yang membahas tentang
bagaimana proses terjadinya perkawinan di bawah tangan di Kabupaten Polewali
Mandar, faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perkawinan di
bawah tangan di Kabupaten Polewali Mandar, dan bagaimana akibat hukum dan
bagaimana pula upaya penyelesaian perkawinan di bawah tangan.
Bab kelima, merupakan bab terakhir yang mengemukakan kesimpulan dari
seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta implikasi penelitian.
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BAB II
TINJAUAN UMUM TERHADAP PERKAWINAN
DI BAWAH TANGAN
A. Pengertian Perkawinan
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata
“kawin” yang berarti “membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau
beristeri; menikah”.1
Perkawinan adalah terjemahan dari kata nakaha dan zawaja. Kedua kata
inilah yang menjadi istilah pokok dalam Al-Quran untuk menunjuk perkawinan
(pernikahan). Istilah atau kata zawaja berarti “pasangan” dan istilah nakaha
berarti “berhimpun”. Dengan demikian, dari sisi bahasa perkawinan berarti
berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, kemudian
menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.2
Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) dan arti
kiasan (majas), yaitu; “dham” yang berarti “menghimpit”, “menindih”, atau
“berkumpul”, sedangkan arti kiasannya adalah “watha” yang berarti “setubuh”
atau “aqad” yang berarti “mengadakan perjanjian pernikahan”.3
Ahmad Azhar dalam Ny. Soemiyati mengemukakan bahwa dalam Islam
perkawinan diistilahkan dengan nikah. Nikah berarti melakukan suatu
akad nikah atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki
dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah
pihak dengan   dasar   sukarela  dan  keridhoan  kedua  belah  pihak  untuk
1Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi III; Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h.
518.
2Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan Undang-undang
Negara Muslim Kontemporer (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005), h.17.
3Kamal Muchtar, Asas Hukum Qabu Tentang Perkawinan, (Cet. IV; Jakarta: Bulan
Bintang, 2004), h. 1.
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mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih
sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhoi  oleh Allah swt.4
Mengenai pengertian pernikahan, terdapat perbedaan dikalangan para
ulama, akan tetapi perbedaan yang ada tidaklah prinsipil. Dikatakan demikian,
karena perbedaan itu tidak memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh
antara satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya perbedaan itu hanya terdapat pada
keinginan perumus untuk mengakomodir unsur-unsur sebanyak-banyaknya dalam
perumusan pernikahan di satu pihak yang pembatasan banyaknya unsur di dalam
pernikahan di pihak lain. Kendatipun demikian, terhadap beberapa rumusan
pernikahan itu, pada dasarnya mempunyai persamaan secara substansi yakni
sebagai perjanjian yang suci.5
Jika demikian, berbicara masalah pernikahan atau perkawinan berarti
berbicara  mengenai  salah satu  aspek  ajaran  atau  hukum Islam yang tidak
kalah pentingnya dengan aspek lainnya. Dikatakan demikian, karena masalah
perkawinan hampir dialami atau dilakukan oleh semua manusia yang normal,
bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pernikahan merupakan kebutuhan
primer setiap manusia. Olehnya itu, Islam menganjurkan kepada setiap manusia
agar menikah. Rasulullah saw. bersabda :
4Ny.Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Cet. II; Yogyakarta:
Liberty, 1986), h. 8.
5Ibid., h. 9.
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Artinya : “Dari Abdullah bin Mas’ud ra. Ai berkata : Rasulullah saw.
bersabda kepada kami : “hai kaum pemuda, apabila diantara
kamu kuasa untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu
lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan, dan barang siapa
tidak kuasa, hendaklah ai berpuasa, sebab puasa itu jadi penjaga
baginya”. (H.R. Muttafaq ‘alaihi).6
Aspek agama dalam pernikahan adalah bahwa Islam memandang
dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik
dan teratur. Dikatakan demikian, karena perkawinan tidak hanya
dipertalikan oleh ikatan lahir saja, akan tetapi juga diikatkan oleh ikatan
batin. Dalam ajaran Islam, pernikahan
tidak hanya merupakan perjanjian yang suci, di mana kedua belah pihak
dinyatakan sebagai pasangan suami-istri dengan mempergunakan nama Allah
swt.7
Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Al-Qur’an sebagai pokok
atau dasar dari hukum Islam memerintahkan kepada setiap muslim yang
istiha’ah (mampu) agar hendaknya melangsungkan perkawinan, hal









6Moh.Rifa’i, Fiqih Islam Lengkap (semarang: Cv. Toha Putra, 1978), h. 454-455.
7Ny.Soemiyati, op. cit. h. 12.
Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap
(hak-hak) perempuan yang yatimn(bilamana kamu
mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu
senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak
akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau
budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih
dekat kepada tidak berbuat aniaya”.8
Ayat ini menunjukkan bahwa, pernikahan merupakan suatu hal yang
diperlukan dan merupakan keharusan. Islam mengutuk pembujangan dan yang
menyalurkan kebutuhan biologisnya tidak sebagaimana lazimnya.
Pernikahan itu adalah suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur
kehidupan rumah tangga dan keturunan, perkawinan juga dapat dipandang sebagai
suatu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain,
serta perkenalan itu akan menjadikan kita saling tolong menolong antara satu
dengan yang lainnya. Demikian pernikahan sejati dalam Islam, dengan singkat
untuk menjalin kemaslahatan dalam rumah tangga dan juga kemaslahatan dalam
masyarakat.
B. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan
Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu, bahwa
perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang menghalalkan hubungan
suami-isteri. Agar perkawinan yang dilaksanakan tidak menyimpang dari norma
hukum yang berlaku, sedapat mungkin dipahami syarat sahnya perkawinan
sebagaimana diatur dalam Bab II mulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 12
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
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8Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 1990), h. 99-100.
Dalam ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,
ditegaskan bahwa :
(1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
(2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur
21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.
(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tuanya telah meninggal dunia
atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka
izin yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, cukup diperoleh dari orang
tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan
kehendaknya.
(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan
tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari
wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan
darah dalam garis keturunan ke atas, selama mereka masih hidup dan
dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya.
(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang dimaksud
dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara
mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam wilayah
hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas
permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu
mendengar orang-orang tersebut dalam ayat  (2), (3) dan (4) pasal ini.
(6) Ketentuan dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini, berlaku
sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan dari yang
melakukan perkawinan tidak menentukan lain.9
Syarat persetujuan yang diatur Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974, bertujuan untuk menghindari terjadinya perkawinan paksa  guna
mewujudkan kesukarelaan, sehingga perkawinan yang dilangsungkan benar-benar
didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak calon mempelai. Perkawinan yang
didasarkan atas persetujuan dimaksud, merupakan aplikasi dan implementasi dari
perlindungan terhadap hak asasi manusia.
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9Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  (Jakarta:
Liberty, 2001), h. 16.
. Kemudian, di dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974, ditegaskan bahwa :
1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan
wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini, dapat meminta
dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua
orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang
tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku
juga dalam hal permintaan dispensasi yang disebut dalam ayat (2) pasal
ini, dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).10
Sebenarnya, norma hukum tentang pembatasan usia perkawinan (Pasal 7
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) tidak berkaitan secara langsung
dengan kedewasaan, tetapi berorientasi pada pemenuhan syarat administrasi.
Kedewasaan seseorang dalam hukum adat, diukur melalui tanda-tanda bangun
tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol,
berarti yang bersangkutan sudah dewasa, sedangkan bagi anak pria, ukurannya
hanya dilihat dari perubahan suara, bangun tubuh sudah mengeluarkan air mania
tau sudah mempunyai nafsu seks.11
Dalam hukum Islam, sahnya suatu perkawinan ditentukan dengan
terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya.
Berhubung oleh Undang-undang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) dikatakan
bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya, maka bagi umat Islam, ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah
dengan baik, tetap mempunyai kedudukan yang menentukan untuk sah atau tidak
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10Ibid., h. 18.
11Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat,
Hukum Agama (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 50.
sahnya suatu perkawinan.12
Menurut Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dijelaskan bahwa:




d. Dua orang saksi;
e. Ijab dan kabul.13
Jika kelima unsur atau rukun perkawinan itu tepenuhi, maka perkawinan
adalah sah, tetapi sebaliknya, jika salah satu atau beberapa unsur atau
rukun dari kelima unsure atau rukun tidak terpenuhi, maka perkawinan
adalah tidak sah.14
Selanjutnya, rukun dan syarat perkawinan diatur dalam Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 15
sampai dengan pasal 29, sebagai berikut :
1) Kedua mempelai
Mengenai kedua mempelai, dalam pasal 15 ayat (1) Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, mengatakan
bahwa :
(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh
dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan
dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami
sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-
kurangnya berumur 16 tahun.
`
12Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia-Pres, 2007), h. 63.
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13Republik Indonesia “Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia” dalam Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Tercatat
Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 107.
14Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Hukum
Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 107.
Kemudian dalam pasal 16 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, mengatakan bahwa :
(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan
yang tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga
berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.15
2) Wali
Wali adalah rukun nikah yang kedua, jika melaksanakan perkawinan
tanpa dihadiri oleh wali, maka perkawinan tersebut dianggap batal. Dalam
ajaran Islam, keberadaan wali sangat menentukan sah tidaknya suatu perkawinan,
sebagaimana dengan sabda Rasulullah saw:
Artinya:“Dari ‘Aisyah ra., ia berkata bahwa: “Rasulullah saw. telah bersabda:
“siapapun perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka batallah
pernikahannya, dan jika ia telah bercampur, maka maskawinnya itu bagi
perempuan itu, lantaran ia telah menghalalkan kemaluannya, dan jika
terdapat pertengkaran antara wali-wali, maka sulthan-lah yang menjadi
wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.” (H.R. Imam yang  empat
kecuali Nasa’idan disahkan oleh Abu ‘Awanah dan Ibnu Hibban serta
Hakim).16
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15Republik Indonesia “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia, bab IV, pasal 15-16 (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan
Agama Islam, 1998/1999), h. 19.
16Moh.Rifa’i, Fiqih Islam Lengkap (semarang: Cv. Toha Putra, 1978), h. 456.
Artinya : “Dari Abu Hurairah ra., ia berkata bahwa: “ telah bersabda
Rasulullah saw. : “Janganlah perempuan mengawinkan orang
perempuan, dan janganlah perempuan mengawinkan dirinya
sendiri.” (H.R. Ibnu Majah, Daruquthni).17
Artinya : “Tidak sah suatu perkawinan kecuali dengan adanya wali dan
dua orang saksi yang adil”. (HR. Daruquthni).18
Kemudian dalam pasal 19 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, mengatakan bahwa :
Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi
calon mempelai wanita, yang akan bertindak untuk menikahkannya.19
Dari uraian tersebut, dapat diketahui bahwa kedudukan wali dalam
perkawinan mutlak ada, sebab tanpa wali berarti perkawinan dinyatakan batal.
Dalam perkawinan, wali dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yakni :
a) Wali nasab
Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai
wanita yang berhak menjadi wali menurut urutan sebagai berikut:
(1) Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria murni
(yang berarti dalam garis keturunan itu tidak ada penghubung yang wanita)
yaitu : ayah, kakek, dan seterusnya ke atas.
(2) Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis pria murni, yaitu:
saudara kandung, saudara seayah, anak dari saudara kandung, anak dari
saudara seayah, dan seterusnya ke bawah.
(3) Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria murni, yaitu:
saudara kandung dari ayah, saudara sebapak dari ayah, saudara




19Republik Indonesia, op. cit., h. 20.
Apabila wali tersebut di atas tidak beragama Islam, sedangkan calon
mempelai wanita beragama Islam atau wali-wali tersebut di atas belum
baligh, atau tidak berakal, atau rusak pikirannya, atau bisu yang tidak bias
diajak bicara dengan isyarat dan tidak bias menulis, maka hak menjadi
wali pindah kepada wali yang berikutnya.20
b) Wali hakim
Wali hakim adalah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam
bidang perkawinan, biasanya penghulu atau petugas lain dari departemen
agama. Dalam hal adanya kesulitan untuk hadirnya wali nasab atau ada
halangan-halangan dari wali nasab atas suatu perkawinan, maka pengantin
perempuan dapat mempergunakan bantuan wali hakim baik melalui
pengadilan agama atau tidak, tergantung pada prosedur yang dapat di
tempuh.21
c) Wali muhakam
Perihal yang dimaksud dengan wali muhakam adalah orang yang diangkat
oleh kedua calon suami-isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad
nikah mereka. Kondisi ini terjadi apabila suatu perkawinan yang
seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal di tempat itu tidak
ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali
muhakam. Ini artiny bahwa, kebolehan menggunakan wali muhakam,
harus terlebih dahulu dipenuhi salah satu syarat bolehnya menikah
dengan wali hakim di atas yang kemudian ditambahkan dengan tidak
adanya wali hakim yang semestinya melangsungkan akad perkawinan di
wilayah terjadinya peristiwa nikah tersebut. Adapun caranya yaitu kedua
calon suami-isteri itu mengangkat seseorang yang mengerti tentang agama
untuk menjadi wali dalam pernikahannya.22




Artinya : “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir
menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin”.23
23
20Dedi Junaedi, Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur’an dan As-
Sunnah (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003), h. 111.
21Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia-Press, 2007), h.65.
22Dedi Junaedi, op. cit., h. 114.
23Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Yayasan
Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 1990), h. 66.
3) Dua orang saksi
Ketentuan saksi di dalam suatu pernikahan harus ada dua orang (HR.
Ahmad) dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi secara
komulatif, yaitu: baligh, berakal, merdeka, laki-laki, Islam, adil,
mendengar dan melihat, mengerti maksud dari ijab-kabul, kuat ikatannya,
berahlak baik, dan tidak sedang menjadi wali.24
Keharusan adanya wali yang dianggap sebagai rukun nikah yang penting
sekali, karena nikah tanpa wali tidak dianggap sah. Begitu pula
perkawinan tanpa dua orang saksi yang tidak tercapai keabsahannya.25
Rasulullah saw. bersabda:
Artinya : “Tidak sah suatu perkawinan kecuali dengan adanya wali dan
dua orang saksi”. (HR. Daruquthni).26
4) Ijab dan kabul
Pernikahan atau perkawinan diawali dengan adanya ijab-kabul.
Adapun yang dimaksud dengan ijab adalah pernyataan dari calon mempelai
perempuan yang diwakili oleh wali. Hakekat ijab adalah suatu pernyataan dari
perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki
sebagai suami sah. Kabul adalah pernyataan penerimaan dari calon mempelai
laki-laki atau ijab calon mempelai perempuan. Bentuk pernyataan penerimaan
berupa susunan kata-kata yang jelas yang memberikan pengertian bahwa laki-laki
tersebut menerima atas ijab perempuan.27
24
24Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 52.
25Dedi Junaedi, op. cit., h. 100
26Moh.Rifa’i, Fiqih Islam Lengkap (semarang: Cv. Toha Putra, 1978), h. 456.
27Sudarsono, op. cit., h. 48-49.
Proses akad nikah dengan cara pengucapan ijab-kabul itu dilakukan secara
lisan. Jika para pihak tidak memungkinkan untuk melakukan ijab-kabul
secara lisan karena suatu halangan tertentu, maka akad nikah dapat
dilakukan dengan menggunakan isyarat.28
Pelaksanaan ijab-kabul dalam akad nikah, dijelaskan dalam pasal 27
Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,
yang mengatakan bahwa :
Ijab dan kabul antara wali (dari pihak calon mempelai perempuan) dengan
calon mempelai laki-laki harus jelas, beruntun dan tak ada selang waktu.29
C. Tujuan Perkawinan
Perkawinan merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Anjuran
tersebut dinyatakan dalam berbagai ungkapan, baik secaa eksplisit maupun
implisit sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadis Rasulullah saw. Untuk itu,
penyusun mengungkapkan beberapa ayat Al-Qur’an yang menunjukkan perintah
atau anjuran tersebut, antara lain :












Artinya : “Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah
menciptakan kamu dari diri yang satu  (Adam), dan dari padanya Allah
menciptakan pasangannya (Hawa), dan dari pada keduanya Allah
memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan
28Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum
Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 115-116.
29Republik Indonesia “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,
1998/1999), h. 21.
bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya
kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan
silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi
kamu”.30









Artinya:“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian
jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang
saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih
dekat kepada tidak berbuat aniaya.”31
Ayat diatas menganjurkan kita untuk melakukan perkawinan bahkan
membolehkan poligami tetapi dengan beberapa syarat diantaranya berlaku adil,
berlaku adil di sini dalam hal memenuhi kebutuhan-kebutuhan isteri baik itu
secara lahir maupun batin. Syarat-syarat poligami ini dikuatkan dengan firman
Allah swt. dalam ayat lain yang membatasi poligami hanya dengan empat saja,
itupun jika bisa berlaku adil.
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Artinya:“dan kawinkanlah orang-orang yang sediriandiantara kamu, dan orang-
orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang
30Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya  (Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 1990), h. 99.
31Ibid., h. 99-100.
lelaki  dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin
Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha
Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”32
Perkawinan atau pernikahan merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan
oleh agama (Islam). Hal ini dapat kita lihat dari ketiga ayat di atas yang semuanya
menganjurkan untuk melangsungkan pernikahan, bahkan sampai pada poligami
(beristeri lebih dari satu). Namun disatu sisi, agama juga tidak pernah memaksa
umatnya untuk melakukan sesuatu yang mereka tidak sanggupi, baik secara lahir
maupun batin, dan hal-hal ini juga berlaku dalam perkawinan.
Mengenai tujuan perkawinan, dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan :
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami-isteri, dengan tujuan membentuk keluarga atau
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa.33
Pasal tersebut telah menjelaskan definisi perkawinan yang sekaligus
menyebutkan tujuan dari perkawinan.
Tujuan perkawinan menurut hukum adat, berorientasi pada sifat
kekerabatan, yakni untuk memepertahankan dan meneruskan keturunan
menurut garis kebapaan atau keibuan atau keibu-bapaan, demi
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kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, memeperoleh nilai-nilai
adat budaya, kedamaian untuk mempertahankan kewarisan.34
Dalam ajaran Islam, tujuan perkawinan yang utama adalah untuk
memperoleh kehidupan yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah. Tujuan ini
dapat tercapai dengan sempurna kalau tujuan yang lain dapat terpenuhi, dengan
32Ibid., h. 494.
33Republik Indonesia, “Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” dalam
Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 288.
34Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, hukum Adat Hukum
Agama (Bandung: Mandar Maju, 2007), h.22.
ungkapan lain, tujuan-tujuan yang lain merupakan pelengkap untuk memenuhi
tujuan yang utama ini. Dengan tercapainya tujuan reproduksi, tujuan memenuhi
kebutuhan biologis, tujuan menjaga kehormatan, dan tujuan ibadah insyaallah
tercapai pula ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah) dan kasih sayang (wa
rahmah).35








Artinya :“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”36
Tujuan perkawinan dalam Islam, bukan semata-mata untuk kesenangan
lahiriah, melainkan untuk membentuk suatu lembaga di mana kaum pria dan
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wanita dapat memelihara diri, kesehatan dan perbuatan tak senonoh, melahirkan
dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan manusia, serta memenuhi
kebutuhan seksual yang wajar dan diperlakukan untuk menciptakan kenyamanan
dan kebahagiaan.37
Mengenai fungsi dan tujuan perkawinan dalam Islam ini, menurut Kamal
Mukhtar dapat diperinci dengan jelas, yakni sebagai berikut:
35Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Undang-undang Negara Muslim
Kontemporer (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005), h. 38.
36Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya  (Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 1990), h. 572.
37Abdurrahman, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan (Jakarta:
Akademika, 1992), h. 7.
a. Melanjutkan keturunan;
b. Menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. swt;
b. Menimbulkan rasa cinta antara suami dan isteri;
c. Menghormati sunnah Rasulullah saw;
d. Membersihkan keturunan.38
Kemudian, menurut Ny. Soemiyati, tujuan perkawinan dalam Islam yakni,
untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan
perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar
cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat
dengan mengikuti ketentuan-katentuan yang telah diatur oleh syariah.39
D. Asas-asas Perkawinan
Dalam suatu perkawinan, perlu adanya suatu ketentuan yang menjadi
dasar atau prinsip dari pelaksanaan perkawinan. Berikut ini akan diuraikan tentang
prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yang diatur dalam penjelasan
umum dari undang-undang perkawinan nasional, Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, yakni sebagai berikut :
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1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
Untuk itu suami dan isteri harus saling membantu dan melengkapi agar
masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan
mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
2. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan sah
bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu; dan disamping itu, tiap-tiap perkawinan harus
dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan
peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya
kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu
akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
38Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h.
14.
39Ny. Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 12.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki
oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan
menizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun
demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri,
meskipun hal ini dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya
dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan
diputuskan oleh pengadilan.
4. Undang-undang ini penganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus
telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar
supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir
pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu
harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di
bawah umur.40
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang
bahagia dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk
mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian,
harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang
pengadilan.
6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan
suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan
masyarakat, sehingga dengan demikian, segala sesuatu dalam keluarga
dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.41
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Asas-asas hukum perkawinan Islam menurut hukum Islam dan perundang-
undangan tentang perkawinan yang berlaku bagi orang Islam di Indonesia terdiri
atas tujuh asas, yaitu: asas personalitas keislaman, asas persetujuan, asas
kebebasan memilih pasangan, asas kesukarelaan, asas kemitraan suami-isteri, asas
monogami terbuka, dan asas untuk selama-lamanya.42
40Sudarsono, Hukum perkawinan Nasional (Cet III; Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 7-8.
41Ibid., h. 9.
42Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum
Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam (Cet I; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 94.
E. Pengertian Perkawinan di Bawah Tangan
“Nikah sirri artinya adalah nikah rahasia, lazim juga disebut nikah di
bawah tangan”43 … “yang dalam arti perkawinan yang disembunyikan dan  tidak
memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam”44 . . . serta
tidak dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah.
Menurut  Wildan Suyuti Mustofa dalam M. Anshary M.K. mengemukakan
bahwa berdasarkan pengamatan di lapangan, nikah sirri dapat dibedakan menjadi
dua  jenis, yaitu:
1. Akad  nikah  yang  dilakukan    oleh   seorang   laki-laki   dan seorang
perempuan,  tanpa  hadirnya orang tua atau  wali  dari  perempuan. Dalam
perkawinan  bentuk  pertama  ini,  akad  nikah hanya dihadiri oleh laki-laki
dan perempuan yang akan melakukan akad nikah, dua orang saksi, dan
guru atau ulama yang menikahkan tanpa memperoleh pendelegasian dari
wali nikah yang berhak. Padahal guru atau ulama tersebut, dalam
pandangan hukum Islam tidak berwenang menjadi wali nikah, karena
ia tidak termasuk dalam prioritas wali  nikah.45
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Nikah sirri atau nikah di bawah tangan dalam bentuk yang seperti ini
dianggap tidak sah,  baik menurut perundang-undangan di Indonesia maupun
menurut hukum Islam, sehingga, perkawinan seperti ini  tidak memiliki kepastian
dan perlindungan hukum.
2. Akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang
legal sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tetapi tidak dicatat sesuai
dengan kehendak undang-undang Perkawinan di Indonesia.46
Masalah pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan, tidaklah
mengganggu keabsahan suatu  perkawinan   yang   telah  dilaksanakan
sesuai  dengan  hukum   Islam,  karena    pencatatan   perkawinan   sekedar
43M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial(Cet. I; Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2010), h. 25.
44Neng Djubaedah, op.cit., h. 154.
45M. Anshary M.K., op.cit., h. 25-26.
46Ibid., h. 26.
menyangkut   aspek administratif. 47
Bagir Manan dalam Neng Djubaedah  mengemukakan   bahwa,
perkawinan   yang   sah adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan Pasal  2
ayat  (1)  Undang - undang  Nomor   1   Tahun   1974,   yaitu   sah   menurut
agama, yang mempunyai akibat hukum yang sah pula, perkawinan yang
dilaksanakan menurut hukum  agama atau syarat-syarat agama, merupakan syarat
tunggal  sahnya  suatu perkawinan.48
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa,
perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri yang tidak sah atau tidak memiliki
kepastian dan perlindungan hukum adalah suatu perkawinan yang dilaksanakan
seseorang, di mana perkawinan tersebut tidak memenuhi rukun dan
syarat perkawinan menurut hukum agamanya, atau perkawinan yang
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dilaksanakan tidak menurut  ketentuan  Pasal 2 ayat (1) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
F. Beberapa Pandangan Tentang Perkawinan di Bawah Tangan
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa  sistem hukum
Indonesia sebenarnya tidak mengenal istilah ‘kawin bawah tangan’ dan
semacamnya dan tidak pula mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan.
Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
menyebutkan;
(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing -
masing agama dan keperpercayaannya itu.
47Ibid., h. 29.
48Neng Djubaedah, op. cit., h. 157-158.
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku.49
Merujuk pada dua ketentuan tersebut, pandangan masyarakat mengenai
perkawinan di bawah tangan berbeda-beda. Sebahagian masyarakat beranggapan
bahwa, perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilaksanakan tanpa
melakukan pencatatan sebagaimana dinyatakan  dalam Pasal  2 ayat (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan tersebut tidak diakui oleh
negara dan tidak memiliki kepastian dan perlindungan hukum, walaupun
perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum agamanya atau sah menurut
agama.
Selanjutnya, Abdul Gani Abdullah dalam M. Anshary M.K. mengatakan
bahwa, untuk mengetahui apakah suatu perkawinan terdapat unsur di bawah
tangan atau tidak, dapat dilihat dari tiga indikator yang harus selalu menyertai
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suatu perkawinan legal. Apabila salah satu faktor saja tidak terpenuhi, perkawinan
tersebut dapat diidentifikasi sebagai perkawinan di bawah tangan atau perkawinan
sirri. Tiga faktor tersebut adalah :
1. Subjek hukum akad nikah, yang terdiri dari calon suami, calon isteri, dan
wali nikah adalah orang yang berhak sebagai wali, dan dua orang saksi.
2. Kepastian hukum dari perkawinan tersebut, yaitu ikut hadirnya pegawai
pencatat nikah pada saat akad nikah dilangsungkan.
3. Walimatul ‘arusy, yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk
menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa diantara kedua calon suami-
isteri telah resmi menjadi suami-isteri.50
49Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan (Jakarta:
Liberty, 2001), h. 14.
50M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial (Cet. I;
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 26.
Menurut  Bagir Manan dalam Neng  Djubaedah,  dalam  memahami  status
hukum perkawinan antar orang Islam di Indonesia, harus diketahui terlebih
dahulu asas legalitasnya (legality, beginsel) yang mendasari keberlakuan hukum
perkawinan bagi orang Islam di Indonesia. Asas legalitas (legality, beginsel)
berarti setiap perbuatan atau tindakan hukum harus wajib mempunyai dasar
hukum tertentu yang telah ada sebelum perbuatan hukum itu dilakukan.51
Suatu perbuatan hukum yang sah, menurut Bagir Manan dalam Neng
Djubaedah, mengandung makna bahwa hubungan hukum dan akibat hukum
menjadi sah pula. Dalam perbuatan hukum yang sah, sehubungan
dilakukannya perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang
perempuan menunjukkan bahwa, pasangan suami-isteri tersebut adalah sah,
demikian pula dengan akibat hukum lainnya, misalnya terjadinya hubungan
kekeluargaan yang berakibat timbulnya larangan perkawinan, dan juga terhadap
harta kekayaan, maupun anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut.52
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Bagir Manan dalam Neng Djubaedah, selanjutnya mengemukakan bahwa,
perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat
(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu sah menurut agama, yang
mempunyai akibat hukum yang sah pula. Pencatatan perkawinan, sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 2  ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak
menunjukkan kualifikasi sederajat yang bermakna sahnya perkawinan menurut
agama adalah sama dengan pencatatan perkawinan, sehingga yang satu dapat
51Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum
Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam (Cet I; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.157.
52Ibid., h. 157.
demikian, beliau berpendapat bahwa, perkawinan menurut masing-masing  agama
atau syarat-syarat agama, merupakan syarat tunggal sahnya suatu perkawinan,
dengan alasan sebagai berikut :
1. Pasal 2 ayat (1) dengan tegas menyebutkan, “ suatu perkawinan sah
apabila dilakukan menurut masing-masing agama”. Suatu rumusan
yang sangat jelas (plain meaning), sehingga tidak mungkin  ditafsirkan,
ditambah  atau dikurangi.
2. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan, “pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah
sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam
kehidupan seseorang, misalnya kelahiran dan kematian.
Berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat (2) di atas, pencatatan kelahiran,
pencatatan kematian, demikian pula pencatatan perkawinan, sekedar
dipandang sebagai suatu peristiwa penting, bukan suatu peristiwa hukum,
pesta perkawinan pun adalah suatu peristiwa penting, bukan peristiwa
hukum.53
Dalam hal  alat bukti perkawinan, Bagir Manan dalam Neng Djubaedah
berpendapat, bahwa akta nikah dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya
alat bukti mengenai adanya perkawinan atau keabsahan suatu perkawinan, karena
itu, akta nikah dan pencatatan nikah adalah sebagai alat bukti tetapi bukan alat
35
bukti yang menentukan, karena yang menentukan keabsahan suatu perkawinan
adalah perkawinan menurut agama, maka dengan demikian, alat bukti perkawinan
juga harus tidak bertentangan dengan agama.54
Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan menurut Bagir Manan dalam
Neng  Djubaedah, adalah untuk menjamin ketertiban hukum (legal order)
yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di
samping sebagai salah satu alat bukti perkawinan. Oleh karena itu, jika terjadi
53Ibid., h. 157-158.
54Ibid., h. 158-159.
suatu perkawinan yang sah menurut agama, karena itu pula sah menurut pasal 2
ayat (1), tetapi belum dicatat, maka menurut Bagir   Manan   dalam   Neng
Djubaedah, cukup dilakukan pencatatan.55
G. Latar Belakang Perkawinan di Bawah Tangan
Dimasa sekarang ini, banyak hal sering terjadi dengan arus keterbukaan
global, di mana tatanan tradisional selama ini, telah mengalami perubahan akibat
arus modernisasi. Pandangan lembaga perkawinan misalnya, bergeser dikarenakan
menggejalanya seks pranikah dan perselingkuhan. Untuk menghindari hal tersebut
banyak masyarakat yang memilih jalur perkawinan di bawah tangan di mana
untuk mempermudah pernikahan itu sendiri.
Berikut ini, penyusun akan mengklasifikasikan perkawinan di bawah
tangan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat.
1) Perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan agama tetapi tidak
dicatatkan.
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Sebahagian masyarakat beranggapan bahwa, perkawinan yang
dilaksanakan menurut ketentuan agama tetapi tidak melakukan pencatatan resmi
di lembaga atau instansi yang berwenang, adalah perkawinan yang tidak sah
secara yuridis, sehingga tidak memiliki kekuatan dan kepastian hukum.
Sebenarnya,  masalah  pencatatan  perkawinan  yang  tidak  dilaksanakan,
tidaklah mengganggu keabsahan suatu perkawinan yang dilaksanakan
menurut hukum agama, karena pencatatan perkawinan hanya sekedar
mengangkut aspek administratif.56
55Ibid., h. 159.
56M. Anshary M.K., op. cit., h. 29.
Pencatatan perkawinan menurut Bagir Manan dalam Neng Djubaedah,
hanyalah sekedar suatu peristiwa penting, bukan peristiwa hukum. oleh sebab itu,
pencatatan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum, apalagi dapat
mengesampingkan sahnya perkawinan yang telah dilakukan menurut
masing-masing agama.57
2). Perkawinan di bawah tangan, yaitu tanpa adanya wali pihak perempuan.
Ibnu Taimiyah dalam Neng Djubaedah, menyampaikan tentang
pernyataan seseorang kepada Syaikhul Islam rahimahullah, yaitu mengenai
seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan cara mushafahah atau
nikah sirri, yaitu perkawinan tanpa wali dan tanpa saksi, dengan mas kawin lima
dinar, setiap tahun setengah dinar, dan ia telah tinggal bersamanya dan
mencampurinya. Menurut Ibnu Taimiyah dalam neng Djubaedah, Syaikhul
Islam rahimahullah menjawab, bahwa laki-laki yang menikahi perempuan tanpa
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wali dan tanpa saksi-saksi, serta merahasiakannya, menurut kesepakatan para
imam, perkawinan tersebut bathil. Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa
perkawinan sirri adalah sejenis perkawinan pelacur, karena tanpa wali dan tanpa
saksi, dan perkawinan sirri juga termasuk dzawatil akhdan yaitu perempuan yang
mempunyai laki-laki piaraan (gundik), perbuatan tersebut adalah haram
dilakukan.58
Kedua klasifikasi perkawinan di bawah tangan tersebut di atas, yang
menjadi obyek pembahasan penyusun dalam skripsi ini adalah perkawinan di
Bawah tangan yang dilaksanakan tidak berdasarkan ketentuan agama atau
57Neng Djubaidah, op. cit., h. 158.
58Ibid., h. 154.
perkawinan yang dilakukan tanpa memenuhi rukun dan syarat perkawinan
berdasarkan hukum agama atau kepercayaannya masing-masing, dan tidak dicatat





1. Penelitian deskriptif, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan atau
menjelaskan tentang keadaan mengenai bagaimanakah proses pelaksanaan
perkawinan di bawah tangan di Kabupaten Polewali Mandar, apa yang menjadi
faktor terjadinya perkawinan di bawah tangan di Kabupaten Polewali Mandar,
dan apa akibat hukum dan bagaimanakah upaya penyelesaian perkawinan di
bawah tangan di Kabupaten Polewali Mandar.
2. Penelitian diagnostik, yaitu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk
mendapatkan keterangan mengenai faktor-faktor apakah yang menyebabkan
terjadinya perkawinan di bawah tangan di Kabupaten Polewali Mandar.
B. Metode Pendekatan
1. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan memperhatikan
ketentuan-ketetuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan buku-
buku hukum yang berkaitan dengan perkawinan.
2. Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan
memperhatikan kehidupan atau kebiasaan yang ada dalam masyarakat
mengenai pelaksanaan perkawinan.
C. Metode Pengumpulan Data
1. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah  data kualitatif, yaitu data
yang diperoleh dari studi dokumen atau bahan pustaka, wawancara atau
interview, dan pengamatan atau observasi.
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2. Sumber data
a. Data primer, yaitu data yang bersumber dari hasil wawancara langsung dengan
pihak-pihak yang pernah melakukan perkawinan di bawah tangan, atau dengan
instansi-instansi yang terkait di Kabupaten Polewali Mandar.
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka dengan
mempelajari leteratur-literatur yang ada kaitannya dengan perkawinan.
3. Teknik pengumpulan data
a. Wawancara atau interview, yaitu  untuk memperoleh informasi dari pihak
yang dapat memberikan masukan sehubungan dengan perkawinan di bawah
tangan, khususnya pihak-pihak yang pernah melakukan perkawinan di bawah
tangan, dan pada lembaga atau instansi-instansi terkait di Kabupaten Polewali
Mandar.
b. Studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari literatur-literatur
yang membahas tentang perkawinan dan perkara-perkara yang pernah ada,
yang berkaitan dengan pembahasan.
c. Pengamatan atau observasi, yaitu melakukan pengamatan terhadap masyarakat,
guna merumuskan nilai-nilai yang dianggap berlaku dan telah menjadi
kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat mengenai pelaksanaan perkawinan.
E. Metode Pengolahan Dan Analisis Data
Berdasarkan jenis dan sumber data di atas, maka metode yang digunakan
dalam mengolah data yang sudah diperoleh adalah dengan metode analisis




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Tangan di Kabupaten Polewali Mandar
Perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri, pada dasarnya merupakan
suatu perkawinan yang tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan masyarakat,
selain itu, tidak dijumpai definisi yang menjelaskan mengenai hal tersebut dalam
Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
Adapun mengenai pelaksanaan perkawinan baik yang tercatat mapun yang
sirri di beberapa desa atau kelurahan yang ada di beberapa kecamatan di
Kabupaten Polewali Mandar,  sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2011, dapat
kita lihat pada tabel di bawah ini:








Polewali (H. Abd. Kadir,
S. Pd.i) dan imam
masjid Jami’ Polewali


















JUMLAH 31 5 Raudatul Mukarrabin
Anreapi (M. Arif).PERSENTASE 86,1% 13,8%
MAPILLI MAPILLI 13 4 Hasil wawancara
penyusun dengan
Kepala KUA Kecamatan
Mapilli (Ibrahim, S. Ag),
imam masjid besar Al-
Anwar Mapilli (H. Umar
Mappaebang), dan












Luyo (H. Saharuddin H,
S. Pdi), imam masjid
Besar Nurul Amin Luyo
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imam masjid besar Al-
Anwar Mapilli (H. Umar
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Luyo (H. Saharuddin H,
S. Pdi), imam masjid
Besar Nurul Amin Luyo
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S. Pd.i) dan imam
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imam masjid besar Al-
Anwar Mapilli (H. Umar
Mappaebang), dan












Luyo (H. Saharuddin H,
S. Pdi), imam masjid
Besar Nurul Amin Luyo









TINAMBUNG LEKOPADIS 14 - Hasil wawancara
penyusun denganKARAMA 11 2
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SEPA BATU 17 1 Kepala KUA Kecamatan
Tinambung (Drs. H.
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imam masjid besar Al-
Anwar Mapilli (H. Umar
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Luyo (H. Saharuddin H,
S. Pdi), imam masjid
MAMBU 6 7
BATUPANGA 11 1
LUYO (LUJO) 8 -
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PUSSUI 9 3 Besar Nurul Amin Luyo
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JUMLAH 32 3 Mappaebang), dan
imam masjid ami’ Al-
Ilham (Fajruddin ,S.Ag).PERSENTASE 91,4% 8,5%




Luyo (H. Saharuddin H,
S. Pdi), imam masjid
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Luyo (H. Saharuddin H,
S. Pdi), imam masjid
Besar Nurul Amin Luyo

























Sumber data perkawinan yang tercatat diperoleh dari data Kantor Urusan
agama Kecamatan Polewali, Kecamatan Anreapi, kecamatan Mapilli, Kecamatan
Luyo, dan Kecamatan Tinambung, sedangkan data perkawinan di bawah tangan
atau sirri diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan.
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa, praktek perkawinan di
bawah tangan atau nikah sirri, marak terjadi di berbagai desa yang ada di
Kabupaten Polewali Mandar, terbukti dengan adanya pelaksanaan perkawinan
perkawinan tersebut setiap tahunnya, dan dari tabel di atas, juga dapat kita lihat
bahwa, desa yang paling sering dan banyak terjadi perkawinan di bawah tangan
atau nikah sirri adalah Desa Mambu Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali
mandar.
Menurut Abd. Kadir, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali,
di Kabupaten Polewali Mandar, ada daerah yang khusus memberikan kesempatan
kepada mereka yang ingin melangsungkan perkawinan di bawah tangan atau
nikah sirri, daerah tersebut adalah Desa Mambu Dusun Landi Pokki, di kampung
tersebut perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri dikenal dengan istilah kawin
landi pokki artinya perkawinan yang dilakukan di Landi Pokki. Pernikahan di
bawah tangan atau nikah sirri, biasanya dilakukan secara diam-diam. Seseorang
lebih memilih perkawinan tersebut oleh karena mudah untuk melaksanakannya,
cukup dengan uang yang tidak begitu banyak, pernikahan tersebut sudah dapat
dilaksanakan, seperti halnya kawin landi pokki. Mereka juga menganggap, jika
dilakukan di tempat yang resmi akan sangat sulit, oleh karena itu, perkawinan
semacam ini mereka lakukan walau tidak berdasarkan hukum agama dan
tidak melakukan pencatatan menurut ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.1
1Abd. Kadir, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali mandar,
wawancara oleh penyusun di Kecamatan Polewali, 25 September 2011.
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Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil,
karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut
dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta.
Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2, menetapkan dua
garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan.
Ayat (1) mengatur secara jelas tentang keabsahan suatu perkawinan, yaitu
bahwa satu-satunya syarat sahnya suatu perkawinan adalah bila
perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan agama bagi mereka yang
akan melangsungkan perkawinan.2
Dengan demikian, suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai
perkawinan yang sah secara yuridis apabila perkawinan tersebut dilakukan
menurut agama orang yang melangsungkan perkawinan tersebut.3
Ayat (2) mengatur masalah pencatatan perkawinan, bahwa suatu
perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku, ketentuan ayat (2) ini, sama sekali tidak ada kaitannya  dengan
masalah  sah  atau  tidaknya  suatu perkawinan.4
Pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan sebenarnya tidaklah
mengganggu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan
hukam agamanya, karena sekedar menyangkut aspek administratif.
Suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 2
ayat (1) Undang-undang  Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia, tidak beralasan hukum untuk diterbitkan buku nikahnya.5
2M. Anshary M.K., Hukum, Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial (Cet I;
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 13.
3Ibid., h.13-14.
4Ibid., h. 14.
5Abd. Kadir, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali mandar,
wawancara oleh penyusun di Kecamatan Polewali, 24 September 2011.
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Menurut Kamaruddin, Wakil Ketua Pengadilan Agama Polewali Mandar,
perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri di Kabupaten Polewali Mandar,
kebanyakan dilakukan oleh suami untuk perkawinan yang kedua, ketiga, dan
keempat dalam melakukan poligami secara diam-diam. Banyak alasan mengapa
seorang wanita nekad melakukan perkawinan di bawah tangan, diantaranya adalah
karena ia sudah terlanjur mencintai kekasihnya, walaupun ia sadar, ternyata
kekasihnya tersebut telah memiliki isteri dan anak, dan inipun terkadang
dilakukan atas dasar keinginan pihak laki-laki untuk menikahinya, oleh sebab itu
ia nekad melakukan perkawinan di bawah tangan, dengan alasan, untuk
melakukan perkawinan secara sah, selain terlalu berbelit-belit juga sulit untuk
mendapatkan izin dari pihak isteri pertama dan juga dari pengadilan agama
setempat.6
Selain perkawinan poligami dari seorang suami, perkawinan di bawah
tangan atau nikah sirri juga terjadi pada perkawinan pertama dari sepasang
kekasih. Perkawinan tersebut mereka lakukan dikarenakan mereka menganggap
tidak adanya saling pengertian dari kedua orang tua mereka dan dengan atas dasar
saling cinta dan sayang di antara mereka sehingga mereka menganggap bahwa
perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri lebih menjamin agar kedua orang
tua mereka dapat mengerti dengan keadaan mereka.7
Pelaksanaan perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri, tidak sesulit dan
serumit perkawinan yang dilakukan secara  sah,  baik  hukum   agama   maupun
6Kamaruddin, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Polewali Mandar, wawancara oleh
penyusun di Kecamatan Polewali, 4 oktober 2011.
7Nurlailah, Pelaku Perkawinan di Bawah Tangan, wawancara oleh penyusun di Kecamatan
Wonomulyo, Desa Sumberjo,  29 September 2011.
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perundang-undangan. Perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri dapat
dilaksanakan cukup dengan menghadirkan orang yang mengetahui dan menguasai
doa untuk menikahkan orang, tanpa memenuhi rukun dan syarat perkawinan
menurut hukum agama. Dalam ketentuan perkawinan menurut agama Islam,
rukun dan syarat perkawinan antara lain, sebagai berikut :
1. Ada calon mempelai pria dan wanita;
2. Ada wali nikah;
3. Ada dua orang saksi;
4. Pengucapan ijab dan kabul.
Perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri, dilaksanakan oleh imam atau
penghulu. Keluarga  calon mempelai terlebih dahulu melunasi biaya pernikahan
yang besarnya ditetapkan sendiri oleh imam atau penghulu (tidak ada standar
biaya yang tetap) dan disetujui oleh masing-masing pihak dalam pelaksanaan
perkawinan di bawah tangan tersebut.
Mengenai kebaradaan calon mempelai pria dan wanita yang hendak
melangsungkan perkawinan di bawah tangan, tidak lagi mempersoalkan
pemenuhan syarat usia minimal untuk kawin sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 6, 7, dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Hanya dengan adanya
persetujuan (lisan) di antara kedua calon mempelai, perkawinan di bawah tangan
sudah dapat dilangsungkan.
Kemudian keberadaan wali pada perkawinan di bawah tangan, tidak
dikaitkan dengan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 juncto Pasal 20, 21, 22, dan 23 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh
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karena itu, ketentuan mengenai prioritas penetapan wali tidak terlalu
dipentingkan.
Pengucapan ijab dan kabul tidak lagi di antara wali nikah dari calon
mempelai wanita dengan calon mempelai pria, tetapi biasanya ijab dan kabul
dipernyatakan oleh imam atau penghulu (bukan Pegawai Pencatat  Nikah) yang
menikahkan dengan calon mempelai pria. Ijab dan kabul dimaksud, diucapkan di
depan dua orang saksi yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya.
Dalam perkawinan di bawah tangan, biasanya imam atau penghulu yang
menikahkan memberikan secarik kertas bermaterai yang isinya menerangkan
bahwa, yang bersangkutan telah melakukan perkawinan di bawah tangan.
Menurut hukum pembuktian surat yang demikian diketegorikan sebagai akta di
bawah tangan.8
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa proses
pelaksanaan perkawinan di bawah tangan atau  perkawinan sirri, dilaksanakan
tidak di hadapan pegawai pencatat nikah, ini dikarenakan perkawinan tersebut
dilaksanakan tanpa memenuhi ketentuan-ketentuan dalam ajaran agama
dan perundang-undangan, atau dengan kata lain perkawinan tersebut dilakukan
tanpa memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum agama atau
kepercayaannya.
8Abd. Kadir, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali mandar,
wawancara oleh penyusun di Kecamatan Polewali, 25 September 2011.
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B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Tangan di
Kabupten Polewali Mandar
Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu, bahwa pemerintah
telah menerbitkan berbagai regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan
perkawinan, namun kenyataannya masih ditemukan adanya pelanggaran-
pelanggaran dalam  pelaksanaan suatu perkawinan yang dilakukan oleh
sebahagian masyarakat.
Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting. Suatu
perkawinan, jika dilaksanakan tidak sesuai dengan hukum agama atau
kepercayaannya, maka perkawinan tersebut tidak sah, baik menurut syar’i
maupun menurut perundang-undangan.
Berkenaan dengan adanya sebahagian masyarakat yang melaksanakan
perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri, yang pelaksanaannya tidak menurut
ketentuan hukum syar’i, memberikan petunjuk bahwa, peraturan hukum yang
diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, belum efektif pelaksanaannya. Pelaksanaan peraturan
hukum perkawinan, mempunyai korelasi yang tidak terpisahkan dari upaya
penegakan hukum.
Perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri yang  terjadi di Polewali
Mandar, tidak terlepas dari faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan tersebut.
Menurut Abd. Kadir, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Polewali, secara umum faktor-faktor terjadinya perkawinan di bawah tangan atau
nikah sirri di Kabupaten Polewali Mandar, antara lain:
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1. Salah satu pihak, misalnya suami, merasa kurang harmonis dengan
keadaan rumah tangganya, hal ini disebabkan kurangnya komunikasi
antara suami-isteri karena kesibukan masing-masing sehingga
menyebabkan suami melakukan perselingkuhan, kemudian melaksanakan
perkawinan di bawah tangan dengan selingkuhannya.
2. Karena tidak mendapatkan restu dari orang tua, sementara anak mencintai
kekasihnya, sehingga mereka melakukan perkawinan di bawah tangan.9
Berdasarkan faktor-faktor di atas, pada poin pertama, merupakan praktek
perkawinan di bawah tangan yang dilakukan seseorang yang biasanya
dilaksanakan secara diam-diam atau lazim disebut dengan perkawinan liar.
Pada poin pertama, terkadang perkawinan tersebut dilakukan oleh seseorang
yang telah memiliki isteri, dikenal dengan istilah poligami. Poligami ini,
dalam kenyataannya di dalam masyarakat, masih dilakukan secara bebas karena
masih lemahnya sanksi yang dikenakan bagi yang melakukannya, walaupun sudah
ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang perkawinan, tetapi
masih ada penyelewengan oleh suami yang selalu mengelak dari peraturan yang
ada dalam undang-undang.
Selanjutnya pada poin  kedua, merupakan suatu tindakan yang nekad yang
dilakukan oleh sepasang kekasih yang tidak direstui oleh kedua orang tua
mereka, oleh karena mereka saling mencintai. Mereka menganggap bahwa,
perkawinan di bawah tangan akan memberikan jaminan untuk dapat direstui
oleh kedua orang tuanya, dengan tidak meyadari akan akibat-akibat yang
ditimbulkan dari perkawinan tersebut.
9Abd. Kadir, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali mandar,
wawancara oleh penyusun di Kecamatan Polewali, 24 September 2011.
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Lain halnya Kamaruddin, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten
Polewali Mandar, beliau berpendapat bahwa, faktor-faktor penyebab terjadinya
perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri di Kabupaten Polewali Mandar,
antara lain:
1. Karena tidak mendapatkan restu dari orang tua, sementara anak mencintai
kekasihnya, sehingga mereka melakukan perkawinan di bawah tangan.
2. Tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami bagi suami yang akan
berpoligami, terutama tidak adanya persetujuan dari isteri atau isteri-
isterinya dan pengadilan agama setempat, sehingga suami tersebut
melaksanakan perkawinan di bawah tangan, cukup di hadapan pemuka
agama.
3. Kurangnya pemahaman hukum positif, khususnya bagi pihak wanita,
sehingga rela melakukan perkawinan di bawah tangan tanpa memikirkan
akibat hukum dari perkawinan tersebut yang pada akhirnya dapat
melemahkan posisi wanita.10
Melihat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah
tangan yang disebutkan di atas, penyusun dapat menyimpulkan bahwa faktor
utama penyebab terjadinya perkawinan di bawah tangan   di  kalangan
masyarakat  di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai berikut :
1. Salah satu pihak, misalnya suami, merasa kurang harmonis dengan kehidupan
rumah tangganya, sehingga menyebabkan suami melakukan perselingkuhan
kemudian melaksanakan perkawinan di bawah tangan dengan selingkuhannya.
2. Tidak mendapatkan restu dari orang tua, sementara anak mencintai kekasihnya,
sehingga mereka melakukan perkawinan di bawah tangan.
3. Tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami bagi suami yang akan
10Kamaruddin, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Polewali Mandar, wawancara oleh
penyusun di Kecamatan Polewali, 4 oktober 2011.
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berpoligami, terutama tidak adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isterinya
dan pengadilan agama setempat, sehingga suami tersebut melaksanakan
perkawinan di bawah tangan, cukup di hadapan pemuka agama.
4. Kurangnya pemahaman hukum positif, khususnya bagi pihak wanita, sehingga
rela melakukan perkawinan di bawah tangan tanpa memikirkan akibat hukum
dari perkawinan tersebut yang pada akhirnya dapat melemahkan posisi wanita.
C. Akibat Hukum  dan Upaya Penyelesaian Perkawinan di Bawah Tangan di
Kabupaten Polewali Mandar
Pada prinsipnya, setiap perbuatan hukum senantiasa mempunyai akibat
hukum, sementara akibat hukum yang dimaksud, baik berupa akibat yang
dikehendaki maupun akibat yang tidak dikehendaki. Salah satu akibat
hukum dari suatu perkawinan, yakni kebolehan bergaul antara suami-
isteri dan di antara keduanya dapat menentukan batas-batas hak dan
kewajiban masing-masing.11
Demikian halnya dengan perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum,
tentu menimbulkan akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban bagi
kedua-duanya selaku suami-isteri ataupun terhadap pihak lain.12 Akibat dari
suatu perkawinan tidak hanya mengenai kedua pihak yaitu suami-isteri, tetapi juga
dapat menjaring sampai kepada sanak keluarga.13
Menurut hukum, hak merupakan suatu wewenang untuk berbuat atau tidak
berbuat, sedangkan kewajiban merupakan tugas yang dibebankan. Hak dapat pula
diartikan sebagai pengalokasian kekuasaan yang dilakukan secara teratur,
sedangkan kewajiban senantiasa menimbulkan sanksi sebagai akibat dari suatu
11Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 13
12Saidus Syahar, Undang-undang Perkawinan, Masalah dan Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi
Hukum Islam (Bandung: Alma’ Arif,  2008),h. 18.




Hak dan kewajiban yang lahir karena suatu perkawinan, diatur dalam Pasal
30 sampai  dengan   Pasal  34 Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  juncto
Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Hak dan
kewajiban suami-isteri dimaksud, berlaku juga terhadap mereka yang
melangsungkan perkawinan di bawah tangan sepanjang perkawinan di bawah
tangan yang dilaksanakan tersebut sesuai dengan hukum agama dan
kepercayaan yang bersangkutan.15
Dalam rumusan Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
menegaskan, suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan
rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Hak dan kedudukan
suami adalah seimbang dengan hak dan kedudukan isteri dalam kehidupan rumah
tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
Berkenaan   dengan   hal   tersebut,    baik   suami   maupun   isteri   berhak
melakukan perbuatan hukum. Hal ini penting dipermaklumkan, karena melalui
lembaga perkawinan menyebabkan suami sebagai kepala  rumah  tangga  dan
isteri  sebagai ibu rumah tangga.  Untuk  mewujudkan  hak  dan  kewajiban  suami
isteri dalam rumah tangga, maka undang-undang mewajibkan agar suami-isteri
saling mencintai, menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin
demi tercapainya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
Menurut Kamaruddin, Wakil Ketua Pengadilan Agama Polewali Mandar,
perkawinan   di   bawah   tangan   atau nikah sirri, yang  dilakukan  tidak  sesuai
14Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Alumni, 1986), h. 93.
15Kamaruddin, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Polewali Mandar, wawancara oleh
penyusun di Kecamatan Polewali, 5 oktober 2011.
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rukun dan syarat perkawinan menurut hukum agama, akan menimbulkan akibat
hukum sebagai berikut :
1) Perkawinan dianggap tidak sah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum
Perkawinan di bawah tangan dianggap tidak sah  karena pelaksanaan
perkawinan tersebut tidak menurut ketentuan yang ada dalam Pasal  2 ayat
(1), yang menyatakan :
Undang-undang  Nomor  1  Tahun   1974   yang    menyatakan   bahwa
perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut hukum masing-
masing agama dan kepercayaannya.16
2) Tidak berhak atas warisan dari suami jika meninggal dunia
Suatu perkawinan dianggap tidak sah dan tidak akan memiliki kepastian
dan perlindungan hukum, jika pelaksanaan perkawinannya  tidak menurut rukun
dan syarat perkawinan menurut ketentuan agamanya, sebagaimana dijelaskan
dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga isteri
atau  isteri-isteri maupun keturunannya tidak akan berhak atas warisan dari suami
jika meninggal dunia.
3) Tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian
Tidak memiliki hak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena
secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi sebab
pelaksanaan perkawinan tersebut tidak menurut hukum agama dan
kepercayaannya sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki kepastian dan
perlindungan hukum.
16Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Jakarta:
Liberty, 2001), h. 14.
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Selanjutnya, Kamaruddin mengemukakan dampak sosiologis dari
perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri, yang dilakukan tidak berdasarkan
rukun dan syarat perkawinan menurut hukum agama, yaitu akan sulit
bersosialisasi dalam masyarakat karena adanya rasa malu atau canggung, karena
perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan sering dianggap tinggal
serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau
dianggap menjadi istri simpanan.17
Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa perkawinan di bawah
tangan atau nikah sirri, yang dilakukan tidak berdasarkan rukun dan syarat
perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya, tidak akan membawa suatu
ketenangan dan.kedamaian hidup. Oleh sebab itu, perkawinan yang demikian
harus dihindari  dan  tidak dilakukan dengan sekehendak hati tanpa
mempertimbangkan dampak dan akibat bagi kelangsungan keluarga di masa yang
akan datang.
Adapun upaya penyelesaiaan perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri
yang dilaksanakan tidak berdasarkan rukun dan syarat menurut hukum
agama, menurut Abd. Kadir, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali,
antara lain:
1. Bagi mereka yang beragama Islam, upaya penyelesaian perkawinan di bawah
tangan atau nikah sirri, antara lain :
a. Mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama
Itsbat nikah merupakan permohonan pengesahan nikah ke pengadilan
17Kamaruddin, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Polewali Mandar, wawancara oleh
penyusun di Kecamatan Polewali, 5 oktober 2011.
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agama, pengajuan itsbat nikah hanya dapat dilakukan bagi mereka yang
beragama Islam. Dalam Pasal 7 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dijelaskan bahwa:
itsbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai
hal-hal yang berkenaan :
1) Dalam rangka penyelesaian perceraian;
2) Hilangnya akta nikah;
3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4) Perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan;
5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan
perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.18
Artinya, bila ada salah satu dari kelima alasan di atas yang dapat
dipergunakan, maka permohonan istbat nikah dapat dikabulkan oleh pengadilan
agama.
b. Melakukan perkawinan ulang yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan
menurut agama dan kepercayaannya
.
Selain mengajukan itsbat nikah bagi mereka yang beragama Islam,
penyelesaian masalah perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri, yang
dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut ketentuan
agama, juga dapat dilakukan dengan melakukan perkawinan ulang yang
memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama, sebagaimana ditegaskan
dalam Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa, perkawinan adalah sah, apabila
dilakukan menurut agama dan kepercayaannya.
18Republik Indonesia, instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia, bab II, pasal 7 (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan
Agama Islam , 1998/1999), h. 15-16.
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3. Memohon kebijakan kepala kantor urusan agama untuk membuatkan akta
nikah
Bedasarkan hasil penelitian di lokasi, upaya penyelesaian selanjutnya dari
permasalahan perkawinan di bawah  tangan adalah dengan mengajukan
permohonan kebijakan kepada  kantor urusan agama agar dibuatkan akta nikah
atau buku nikah. Berikut, beberapa syarat dikabulkannya permohonan kebijakan
kantor urusan agama untuk membuatkan akta nikah:
a. Perkawinan tersebut sah menurut agama;
b. Alasan tidak mencatatkan perkawinan dapat dimaklumi oleh Kantor
Urusan Agama;
c. Kelengkapan berkas-berkas perkawinan dan saksi yang hadir dalam
perkawinan tersebut.19
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan di
bawah tangan atau nikah sirri, yang dilakukan tidak berdasarkan rukun dan syarat
perkawinan menurut agama, atau perkawinan yang tidak sah menurut syar’i, tidak
dapat  dikabulkan permohonan pembuatan akta nikahnya,  karena, perkawinan
yang dapat dikabulkan  permohonan pembuatan akta nikahnya oleh kantor urusan
agama, adalah   perkawinan yang sah menurut ketentuan agama.
2. Bagi mereka yang beragama non Islam.
Adapun  upaya  penyelesaian  perkawinan  di  bawah  tangan  bagi  mereka
yang beragama non Islam, adalah dengan melakukan perkawinan ulang yang
dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan menurut agama dan
kepercayaan dan didaftarkan di kantor kependudukan dan catatan sipil.
19Abd. Kadir, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali mandar,
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